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								    				    PEDOMAN PELAKSANAAN PENYIDIKAN

 TINDAK PIDANA KORUPSI





I. Pendahuluan .



 1. Umum

 a. Dalam mengaktualisasikan fungsi Polri sebagai penegak hukum,

 sesuai pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No. 2 tahun

 2002, Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

 terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana

 dan peraturan perundang-undangan lainnya, tentunya termasuk

 dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

 b. Berbagai langkah dan upaya dalam rangka pemberantasan tindak

 pidana korupsi terus dilakukan dengan tujuan diperoleh suatu

 metode pemberantasan korupsi yang efektif dengan hasil optimal

 dan upaya tersebut merupakan apresiasi dari tuntutan serta

 amanat rakyat.

 c. Menyikapi langkah dan upaya dalam rangka pemberantasan tindak

 pidana korupsi, terlebih dengan telah diterbitkannya Inpres No.

 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana

 korupsi, maka Polri sebagai salah satu lembaga yang mempunyai

 wewenang penyidikan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat

 melakukan penyidikan yang lebih profesional, proposional dan

 akuntabiltas serta transparan.





 2. Dasar.

 a. Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

 b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

 Republik Indonesia

 c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan

 KUHAP

 d. Peraturan Kapolri tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi

 Penyidikan.

 e. Pedoman sementara batas waktu penydikan dan pengawas penyidikan.









 3. Maksud dan Tujuan.

 a. Pedoman pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi

 dimaksud sebagai acuan bagi penyidik maupun personil yang

 bertugas melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

 b. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana

 tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan benar, tertib

 serta lancar oleh pengemban fungsi Reserse Kriminal.





 4. Ruang Lingkup

 Pedoman penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi ini

 meliputi Penerimaan dan penelitian Informasi/ Laporan,

 penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.





 5. Tata Urut.

 a. Pendahuluan

 b. Penelitian dan Penerimaan Laporan

 c. Penyelidikan

 d. Penyidikan

 e. Penutup





 6. Pengertian :

 a. Tindak Pidana Korupsi : sebagaimana dimaksud dalam undang –

 undang No 31 Th 1999 jo Undang – undang No 20 Th 2001

 b. Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi

 Korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh ) bentuk/jenis tindak

 pidana korupsi, Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi

 tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut

 1). Kerugian keuangan Negara ( perbuatan

 memperkaya/menguntungkan diri sendiri /menyalahgunakan

 wewenang/jabatan/kedudukan)

 - Pasal 2

 - Pasal 3

 2) . Suap-menyuap

 - Pasal 5 ayat (1) huruf a

 - Pasal 5 ayat (1) huruf a

 - Pasal 5 ayat (1)huruf b

 - Pasal 5 ayat (2)

 - Pasal 6 ayat (1) huruf a

 - Pasal 6 ayat (1) huruf b

 - Pasal 6 ayat (2)

 - Pasal 11

 - Pasal 12 huruf a,b,c dan d

 - Pasal 13

 3). Penggelapan dalam jabatan

 - Pasal 8

 - Pasal 9

 - Pasal 10 huruf a,b dan c

 4). Pemerasan

 - Pasal 12 huruf e

 - Pasal 12 huruf g

 - Pasal 12 huruf f

 5). Perbuatan Curang :

 - Pasal 7 ayat (1) huruf a,b, c dan d

 - Pasal 7 ayat (2)

 - Pasal 12 huruf h

 6). Bentuk kepentingan dalam pengadaan

 - Pasal 12 huruf i

 7). Gratifikasi

 - Pasal 12 B jo Pasal 12 C

 c. Jenis Tindak pidana lain yang berhubungan dengan Korupsi

 1) Pasal 21 : Merintangi proses pemeriksaan perkara

 korupsi

 2) Pasal 22 jo pasal 28 : Tidak memberi keterangan rekening

 tersangka

 3) Pasal 22 jo pasal 29 : Bank yang tidak memberikan

 keterangan rekening tersangka

 4) Pasal 22 jo pasal 35 : Saksi atau ahli yang tidak

 memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu

 5) Pasal 22 jo pasal 36 : Orang yang memegang rahasia

 jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi

 keterangan palsu.

 6) Pasal 24 jo pasal 31 : Saksi yang membuka identitas

 pelador





II. Penerimaan dan Penelitian Laporan/Informasi (Pra Penyelidikan)

 7. Penerimaan laporan.

 Didalam tindak pidana umum yang data awal diperoleh dari laporan

 atau pengaduan, hal ini berbeda dengan tindak pidana korupsi

 dimana data awal diperoleh dengan adanya laporan/informasi dari

 :

 a. Menteri/Itjen/ Bawasda

 b. BPKP., BPK

 c. Aparat Intelijen

 d. DPR yang merupakan tindak lanjut dari hasil audit BPKP

 e. Masyarakat

 f. Lembaga Swadaya masyarakat

 g. Dan lain – lain

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 pasal 3

 disebutkan informasi yang berasal dari tersebut diatas

 disampaikan tertulis tentang data mengenai nama, alamat pelapor

 dengan melampirkan foto copy kartu tanda pengenal dan disertai

 dengan bukti permulaan cukup serta informasi tersebut harus

 diklarifikasi dengan melakukan gelar kasus oleh penegak hukum.



 8. Penelitian Laporan.

 Hasil penerimaan laporan/informasi harus dilakukan klarifikasi

 dengan gelar perkara sesuai dengan PP No 71 Tahun 2000 pasal 3

 ayat 3 maka perlu dilakukan penelitian sehingga adanya

 kepastian untuk dapat/tidaknya ditingkatkan ketahap

 penyelidikan, manakala hasil penelitian dapat ditindaklanjuti ke

 tahap penyelidikan maka dibuatkan laporan informasi sebagai

 bahan awal penyelidikan.(lampiran 1)





 III. Penyelidikan

 9. Penyelidikan yang dilakukan sebelum tahap penyidikan/sebelum

 upaya paksa

 a. Penyelidikan dilaksanakan dengan berdasarkan pada informasi

 atau laporan yang diterima dan telah diklarifikasi kepada

 pelapor/pemberi informasi serta telah dilakukan penelitian

 bahwa informasi tersebut layak untuk dilakukan penyelidikan.

 b. Sasaran penyelidikan dapat berupa orang, benda/barang dan

 tempat serta kejadian atau peristiwa

 c. Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka , sepanjang hal

 itu dapat menghasilkan keterangan – keterangan yang

 diperlukan dan dengan cara tertutup apabila terdapat

 kesulitan mendapatkannya dengan cara terbuka

 d. Penyelidikan dengan cara terbuka dapat dilakukan dengan

 tehnik wawancara, interview dan dengan cara tertutup dapat

 dilakukan dengan tehnik observasi, undercover dan survailance

 e. Dalam tehnik wawancara dan interview hasilnya dapat

 dituangkan dalam bentuk Berita Acara Keterangan (tanpa

 Proyustitia) dan tehnik undercover dan survalance dituangkan

 dalam bentuk Berita Acara Pendapatan.



 10. Administrasi Penyelidikan.

 Dari Laporan informasi yang telah dilakukan penelitian, maka

 dilakukan penyelidikan dengan langkah – langkah sbb :

 a. Buat surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan

 b. Buat rencana kegiatan penyelidikan (lihat lampiran 2)

 c. Buat laporan hasil penyelidikan dan lakukan gelar hasil

 penyelidikan.

 1) Laporan Hasil Penyelidikan (lihat lampiran 3)

 - Memuat unsur – unsur 7 KAH tentang hasil yang

 dicapai, hambatan, kesimpulan dan saran.

 - Didukung dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

 - Digunakan sebagai bahan gelar perkara hasil

 penyelidikan

 2) Gelar Perkara hasil penyelidikan

 - Tujuan gelar adalah untuk menentukan apakah hasil

 penyelidikan yang diperoleh telah memenuhi bukti

 permulaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.

 - Membahas hasil penyelidikan yang dikaitkan dengan

 Laporan Informasi dan kegiatan/tindakan yang telah

 dilakukan dalam rangka penyelidikan.

 - Bila diperlukan dalam pelaksanaan gelar agar

 diikutsertakan intansi terkait (BPK/BPKP/Kejaksaan)

 - Hal – hal yang harus digelarkan atau dibahas :

 - Anatomi kasus yang diselidiki

 - Siapa calon – calon tersangka

 - Siapa saksi – saksi/ahli

 - Barang apa saja yang bisa dijadikan sebagai barang

 bukti

 - Pasal – pasal yang dipersangkakan

 d. Pedomani Peraturan perundang – undangan yang dilanggar sesuai

 herarkienya (tingkatannya) untuk menentukan unsur melawan

 hukumnya.

 e. Lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan guna menghindari

 duplikasi penanganan kasus.

 f. Buat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

 kepada pelapor tentang bisa/tidaknya informasi yang diberikan

 untuk dapat/tidak dilakukan penyidikan.

 g. Didalam penyelidikan para penyelidik sudah dapat melibatkan

 instansi terkait (BPKP/BPK dan Kejaksaan ) hal ini untuk

 menentukan apakah kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan

 tindak pidana korupsi dan apabila hasil penyelidikan dapat

 ditingkatkan ketahap penyidikan (akan lebih baik apabila

 telah ditemukan mininal 2 (dua) alat bukti) maka penyelidik

 dengan adanya bukti – bukti yang diperoleh membuat Laporan

 polisi (hal ini sesuai dengan MoU yang telah ada)



Skema Penyelidikan





































IV. Penyidikan Tindak Pidana korupsi :



 11. Persiapan

 Langkah yang dilakukan dalam persiapan penyidikan tindak pidana

 korupsi adalah sebagai berikut :

 a) Susun tim/organisasi tugas penyidikan

 b) Buat surat perintah penyidikan

 c) Buat surat perintah dimulainya penyidikan

 d. Menyusun rencana kegiatan penyidikan :(lampiran 4 )

 Dalam menyusun recana penyidikan agar diperhatikan antara

 lain :

 1) Saksi-saksi/ahli yang dipanggil untuk diperiksa

 2) Benda yang akan disita

 3) Tersangka yang akan dipanggil

 4) Target waktu penyidikan

 5) Penyiapan sarana/prasaran penyidikan.





 12. Penindakan

 a. Pemanggilan saksi :

 1) Surat panggilan harus mencatumkan tentang identitas

 yang dipanggil : nama, pekerjaan, alamat, waktu dan

 pemanggilan, status yang dipanggil, pasal yang

 dipersangkakan serta mecantum nama penyidik yang

 memanggil, tanda tangan oleh penyidik dan telepon

 yang bisa dihubungi.

 2) Pengiriman surat panggilan disertai dengan surat

 pengantar atau ekspedisi

 3) Didalam melakukan pemanggilan Kepala/Wakil Kepala

 Daerah harus berpedoman kepada aturan yang berlaku (

 Pasal 36 Undang – Undang No 32 Tahun 2004 dan

 tatacaranya)





 b. Pemanggilan tersangka :

 1) Didalam melakukan pemanggilan seseorang sebagai

 tersangka sudah harus mempunyai bukti permulaan dan dua

 alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP.

 2) Sebelum menentukan tersangka hendaknya dilakukan

 gelar perkara sehingga tepat mendudukkan status

 tersangkanya.

 3) Pedomani aturan yang berlaku bila melakukan

 pemanggilan terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah

 ( sesuai Pasal 36 Undang Undang No 32 Tahun 2004) .

 4) Hendaknya untuk pejabat negara/kepala daerah dalam pemanggilan

 terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi sebelum

 tersangka.



 c. Pemanggilan ahli :

 1) Lakukan pemanggilan sesuai dengan ahli yang berkaitan

 dengan kasus / modus yang dilakukan dalam tindak pidana

 korupsi.

 2) Ahli yang dipanggil hendaknya sudah diakui

 kredibilitas dan kapabilitasnya (jika perlu didukung

 bukti berupa ijazah keahliannya)





 d) Pemeriksaan saksi/tersangka :

 1) Didalam melakukan pemeriksaan saksi/tersangka harus

 berpedoman kepada petunjuk administrasi penyidikan :

 - Demi keadilan/ pro yustitia

 - Nama, pangkat, nrp dan skep penyidik

 - Cantumkan dasar penyidikan ( Laporan Polisi)

 - Identitas dan status yang diperiksa.

 - Pasal dan undang – undang yang dipersangkakan.

 2) Materi pokok pemeriksaan :

 - Hak – hak yang diperiksa.

 - Harus mengetahui struktur lembaga / instansi dimana

 saksi/tersangka bekerja guna mengarahkan pemeriksaaan

 kedudukan/peran yang diperiksa dalam lembaga/instansi

 tersebut.

 - Pemeriksaan harus melihat posisi kasus supaya tidak

 membias dalam pemeriksaan.

 - Dalam pemeriksaan pertanyaan difokuskan terhadap

 penerapan pasal yang dipersangkakan didalam Undang –

 undang Tindak Pidana Korupsi

 - Penyidik harus tetap memperhatikan pemenuhan

 pasal 184 KUHAP





 e). Pemeriksaan ahli :

 1) Pemeriksaan saksi ahli diarahkan pada pemenuhan unsur

 melawan hukum dan kerugian keuangan negara :

 - Bagaimana peraturan/ketentuan yang berlaku ?

 - Fakta/realita/proses yang terjadi telah sesuai dengan

 peraturan/ketentuan

 - Jika ditemukan antara fakta/realita/proses tidak

 sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, maka

 hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan

 hukum.

 2) Pemeriksan saksi ahli hendaknya dapat menguatkan/

 membenarkan hasil keterangan ahli.

 Catatan : untuk itu perbuatan melawan hukum agar

 dicari :

 - perbuatan melawan hukum dalam arti formil dalam arti

 perbuatannya,melanggar Ketentuan / aturan / prosedur

 /mekanisme dll yang telah diatur, namun perbuatan

 perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja tidak

 dapat dijadikan sebagai unsur melawan hukum tanpa

 didukung materiil.

 - Perbuatan melawan hukum dalam arti formil ( berupa

 manipulasi, pemerasan, penggelapan dll)



 f) Penyitaan :

 1) Lakukan penyitaan dengan berpedoman pada pasal 38 s/d

 49, 128 s/d 131 KUHAP.

 2) Didalam melakukan penyitaan harus berpedoman kepada

 Buku petunjuk tehnis penyidikan.





 3) Tindakan penyitaan dilakukan dengan syarat :

 - Harus mendapat ijin terlebih dahulu dari ketua

 Pengadilan Negeri setempat

 - Dalam keadaan mendesak yang sangat perlu dan

 mendesak penyitaan untuk benda bergerak, dapat

 dilakukan tanpa adanya ijin dari Ketua Pengadilan

 Negeri namun setelah selesai melakukan penyitaan

 harus segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan

 atas tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan

 Negeri setempat.

 - Dalam melakukan penyitaan harus dilengkapi dengan

 surat perintah penyitaan yang syah dan segera

 dibuatkan berita acara penyitaan dan kepada, dari

 siapa barang yang disita diberikan surat tanda

 terima.

 - Barang – barang yang disita harus dicatat secara

 rinci dan teliti, baik jumlah, berat, jenis maupun

 keadaan/kondisi barang disita.

 4) Dalam penyitaan benda/uang/barang milik negara agar

 dipedomani pasal 50 Undang – undang No 1 tahun 2004

 tentang pembedaharaan negara





 g) Penangkapan

 1) Didalam melakukan penangkapan hendaknya berpedoman :

 - Pasal 16 s/d 19 KUHAP

 - Petunjuk Tehnis Proses penyidikan tindak pidana

 2) Hindari penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM

 lainnya dalam penangkapan





 3) Agar didalam melakukan penangkapan penyidik

 memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah

 penangkapan kepada keluarganya dan juga kepada orang

 yang akan ditangkap.



 h) Penahanan

 1) Didalam melakukan penahanan hendakan berpedoman

 - Pasal 20 s/d 31 KUHAP

 - Petunjuk Tehnis Proses Penyidikan Tindak Pidana

 - Harus didukung minimal dua alat bukti yang syah

 sesuai pasal 184 KUHAP

 2) Jangan terlalu buru – buru didalam melakukan

 penahanan, hal ini untuk menghindari waktu penahanan

 habis.





 i) Penyelesaian dan penyerahan Berkas perkara.

 1). Pembuatan Resume

 Pembuatan resume merupakan kegiatan penyidik untuk

 menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil

 penyidikan tindak pidana yang terjadi. Resume harus

 memenuhi persyaratan formal dan material serta

 persyaratan penulisan yang telah ditentukan

 2) Penyusunan berkas perkara sesuai yang telah ditentukan

 3) Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi

 Berkas Perkara dengan susunan dan syarat – syarat

 pengikatan serta penyegelan tertentu

 4) Penyerahan Berkas Perkara

 a) Apabila penyelesaian berkas perkara sudah dianggap

 lengkap oleh penyidik maka segera dilakukan

 penyerahan berkas perkara (tahap I)

 b) Penyerahan berkas perkara tahap II yaitu penyerahan

 tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas

 perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum

 atau setelah 14 hari sejak berkas perkara diserahkan

 dan diterima oleh Jaksa Penuntut umum tanpa

 keterangan.

 c) Apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap maka

 penyempurnaan berkas perkara dilaksanakan oleh

 penyidik Polri.

 d) Bila ada ketidaksamaan pendapat antara penyidik dan

 penuntut umum maka segera penyidik mengundang jaksa

 penuntut umum untuk dilakukan gelar perkara guna

 menemukan solusinya.

 5) Penghentian Penyidikan

 Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan

 perkara yang dilakukan apabila

 (a) Tidak terdapat cukup bukti atau;

 (b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

 (c) Dihentikan demi hukum, karena :

 - Tersangka meninggal dunia

 - Tuntutan tindak pidana telah kadaluwarsa

 - Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan

 Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 j) Hal - Hal yang perlu diperhatikan :

 1) Gelar Perkara

 a) Gelar perkara dapat dilakukan sebelum dimulainya

 penyidikan, selama penyidikan maupun saat berkas

 perkara akan diserahkan kepada Penuntut Umum
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 b) Tujuan dilaksanakan gelar perkara adalah ;

 - Untuk memberikan masukan kepada penyidik bila

 mengalami kesulitan dalam penyidikan maupun

 penerapan pasal yang dipersangkakan.

 - Pengawasan dan pengendalian terhadap hasil

 penyidikan tindak pidana korupsi guna mengoreksi

 terhadap semua hasil penyidikan agar sesuai

 dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang.

 - Untuk menentukan apakah hasil penyidikan

 sudah sempurna dan dapat dibuktikan semua unsur-

 unsur dari pasal-pasal yang dipersangkakan dan

 dibuktikan

 - Sebagai wadah atau sarana koordinasi

 baik secara internal penyidik maupun dengan JPU

 dalam rangka Criminal justice system.

 (c) Gelar perkara dapat mengikut- sertakan

 Jaksa

 Penuntut Umum atau instansi/pihak yang terkait

 dengan tindak pidana korupsi yang digelarkan.

 (d) Hasil gelar perkara harus dijadikan pedoman untuk

 melengkapi penyidikan sehingga memperoleh hasil

 yang lebih sempurna.

 (e) Didalam gelar perkara hal-hal yang dibahas

 mencakup:

 - Anatomi

 - Tindakan-tindakan yang akan/telah

 dilakukan oleh penyidik termasuk administrasi

 penyidikannya.

 - Analisa yuridis. (lampiran 5 )

 - Hambatan dalam penyidikan.

 - Hal-hal ini yang menonjol.

 2) Untuk mengetahui unsur memperkaya diri sendiri/orang

 lain maka perlu adanya penelusuran tentang aliran dana

 /Keuangan negara yang diselewengkan, dengan cara

 (a) Dengan menemukan rekening yang digunakan untuk

 menampung dana yang diselewengkan maka akan

 diketahui aliran dana tersebut kemana saja.

 (b) Setelah diketahui rekening yang digunakan

 menyimpan dana tersebut maka seger lakukan

 pemblokiran (lihat terlampir 4)

 3) Dalam menentukan Kepala Daerah sebagai tersangka

 maka penyidik harus mengetahui perannya dalam hal :

 (a) Mengetahui adanya kejahatan

 (b) Menyetujui adanya penyimpangan.

 (c) Menerima/adanya penerimaan hasil kejahatan.

 4) Guna menghindari terjadinya Bolak balik Berkas Perkara

 :

 (a) Setelah dikirim SPDP segera meminta P 16 dari

 Kejaksaan guna mengetahui siapa Jaksa Peneliti

 maupun Jaksa Penuntut Umum

 (b) Lakukan Gelar awal dengan JPU guna menyamakan

 persepsi dan koordinasi awal terhadap penanganan

 kasus Tindak Pidana Korupsi yang kan ditangani

 (c) Setiap Penyidik yang melakukan pemeriksaan

 terhadap saksi/ahli/tersangka yang diberikan copy

 BAP tersebut kepada JPU agar JPU mengetahui tentang

 perkembangan pemeriksaan.

 (d) Setelah dilakukan penindakan agar dilakukan

 gelar perkara pertengahan dengan JPU.

 (e) Setelah dibuat Resume dan pemberkasan sebelum

 penyerahan tahap I maka lakukan gelar akhir dengan

 JPU.

 5) Batas waktu dan pengawas penyidikan :

 (a) Didalam penyelidikan tindak pidana korupsi maka

 penyelidik dalam waktu 30 hari (sesuai peraturan

 Kapolri tentang batas waktu dan pengawas penyidikan)

 harus dapat menentukan apakah ada unsur

 pidananya.

 (b) Setelah adanya Laporan Polisi dan

 diterbitkannya surat perintah penyidikan maka atasan

 penyidik harus sudah menunjuk pengawas penyidikan

 guna melakukan pengawasan terhadap kasus tindak

 pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik.

 6) Kerjasama dan Koordinasi dengan instansi lain.

 a) Segala sesuatu yang telah diatur dalam nota

 kesepahaman antara Polri dengan instansi lain agar

 dijadikan pedoman didalam penanganan kasus tindak

 pidana korupsi.

 b) Khususnya untuk penanganan kasus tindak pidana

 korupsi yang menghambat pembangunan nasional agar

 dipedomani nota kesepahaman antara Kejaksaan RI,

 Polri dan BPKP tentang kerjasama dalam penanganan

 kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang

 berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana

 nonbudgeter.

Skema Penyidikan :





































 IV. Penutup





 13. Demikian pedoman pelaksanaan penyidikan ini disusun, agar dapat

 digunakan sebagai panduan dalam melakukan penyelidikan dan

 penyidikan tindak pidana korupsi dilingkungan Reserse Kriminal

 Polri. Ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan pedoman

 diatas sepanjang tidak bertentangan dapat dijadikan sebagai

 masukan guna melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan penyidikan

 tindak pidana korupsi.









 Jakarta, Febuari 2008

 KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI









LAMPIRAN : 1





BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

 DIREKTORAT III/PIDKOR & WCC





 LAPORAN INFORMASI

 No. Pol : LI/ / /2008/Dit III/Pidkor & WCC



 Tentang



 Dugaan tindak pidana korupsi tentang ……………………………………………………………









I. PENDAHULUAN



 1. Sumber Informasi : a. Nama :

 ...............

 b. Tempat/tgl lahir : ...............

 c. Pekerjaan :

 ...............

 d. Alamat : ...............





 2. Cara mendapatkan : Interview/wawancara





 3. Tempat/waktu diperoleh : Jakarta, 3 Juli 2008





 4. Hubungan dengan sasaran : Langsung.





II. FAKTA – FAKTA.



 1.

 ..........................................................................

 ....................................





 2.

 ..........................................................................

 ....................................



III. KESIMPULAN DAN SARAN





IV. PENUTUP



 Jakarta,

 2008

 P e l a p o r





 ------------------------------









LAMPIRAN : 2





BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

 DIREKTORAT III/PIDKOR & WCC







 RENCANA PENYELIDIKAN



" " " " " " "

"No "Wkt/Tempat "Giat Lidik "Juml "Dukungan "Ket "

" " " "Pers " " "

" " " " "Alat/Saran"Dana " "

" " " " "a " " "

"1. "2. "3. "4. "5. "6. "7. "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "







 Disetujui

 Jakarta, 2008

 Direktur/Kasat Penyidik/Penyelidik









 ____________ ________________















































 LAMPIRAN : 3



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

 DIREKTORAT III/PIDKOR&WCC





 LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN







I. Dasar :



 1. Laporan informasi ..................





 2. Surat Perintah Penyelidikan No. Pol : Sprin Lidik/ /

 /2008







II. YANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN :



 1. Nama :

 Pangkat/Nrp :

 Jabatan :

 Kesatuan :





 2.. Nama :

 Pangkat/Nrp :

 Jabatan :

 Kesatuan :





III. SASARAN PENYELIDIKAN :



 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..............(Orang/Benda/Tempat)





IV. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN :



 1. Metode Penyelidikan : Tertutup/Terbuka

 2. Tanggal :

 3. Tempat :





V. HASIL PENYELIDIKAN :

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..........................................................................

 ..(Memuat 7 KAH)





 Jakarta,

 2008





 Petugas Penyelidik











 --------------------------------

 --

 Pangkat/Nrp



















LAMPIRAN : 4





BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

 DIREKTORAT III/PIDKOR & WCC







 RENCANA PENYIDIKAN



" " " " " " "

"No "Wkt/Tempat "Giat Sidik "Juml "Dukungan "Ket "

" " " "Pers " " "

" " " " "Alat/Saran"Dana " "

" " " " "a " " "

"1. "2. "3. "4. "5. "6. "7. "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "

" " " " " " " "







 Disetujui

 Jakarta, 2008

 Direktur/Kasat Penyidik









 ____________ ________________











































































 LAMPIRAN : 5









 ANALISA YURIDIS





 " " "ALAT BUKTI " "

"No "UNSUR-UNSUR " "KETERANGAN "

" " " " " " " " "

" " "KET "KET "SURAT "PETUNJUK"KET " "

" " "SAKSI "AHLI " " "TERDAKWA " "

"1. "2. "3. "4. "5. "6. "7. "8. "

" " " " " " " " "

"1. "Setiap Orang " " " " " " "

" " " " " " " " "

"2. "Memperkaya " " " " " " "

" "diri sendiri, " " " " " " "

" "orang " " " " " " "

" "lain/suatukorp" " " " " " "

" "orasi " " " " " " "

" " " " " " " " "

"3. "Dengan melawan" " " " " " "

" "hukum " " " " " " "

" " " " " " " " "

"4. "Dapat " " " " " " "

" "merugikan " " " " " " "

" "keuangan " " " " " " "

" "negara atau " " " " " " "

" "perekonomian " " " " " " "

" "negara " " " " " " "































































































LAMPIRAN : 6



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

 DIREKTORAT III/PIDKOR&WCC



No. Pol : B/ / /2008/Bareskrim

Klarifikasi : B I A S A

Lampiran : 1 (satu) exsemplar

Perihal : Permintaan Perhitungan Kerugian

 Keuangan Negara. .

 K e p a d a



 Yth. DEPUTI INVESTIGASI

BPKP



 di.-



 J a k a r t a.







 Up. Direktur Investigasi ………….





 1. Rujukan :





 a. Laporan Polisi : No. Pol :…………………….

 b. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin

 Sidik/....../..../2008 tanggal ................



 2. Diinformasikan kepada Ka bahwa saat ini Direktorat

 Reserse.......... sedang menangani kasus dugaan Tindak

 Pidana Korupsi di ............................. yang diduga

 dilakukan oleh ...................................

 sebagaimana dimaksud dalam pasal .............. Undang –

 Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

 korupsi jo pasal ............ KUHP (lapju terlampir).





 3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, guna kepentingan

 penyidikan dimohon bantuannya untuk melakukan penghitungan

 Kerugian Keuangan negara atas dana ......................

 dan apabila hasilnya sudah selesai dimohon untuk memberitahu

 kepada Direktorat Reserse ..........................



 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya

 diucapkan terima kasih.







 An. KEPALA BADAN

 RESERSE KRIMINAL POLRI

 DIREKTUR III/PIDKOR & WCC





 ------------------------------------

----

Tembusan :

1. .............

2. .............





























LAMPIRAN : 7



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

 DIREKTORAT III/PIDKOR&WCC



No. Pol : B/ / /2008/Bareskrim

Klarifikasi : B I A S A

Lampiran : 1 (satu) exsemplar

Perihal : Pemblokiran Rekenng An. ...........

 K e p a d a



 Yth. KEPALA BANK …….



 di.-



 J a k a r t a.







 Up. Direktur Investigasi ………….





 1. Rujukan :





 a. Laporan Polisi : No. Pol :…………………….

 b. Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin

 Sidik/....../..../2008 tanggal ................



 2. Bersama ini dibertahukan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi

 – saksi telah didapat bukti permulaan cukup bahwa diduga

 telah terjadi tindak pidana korupsi yang terjadi di

 ……………………………………………………………… dengan cara transfer antar Bank

 kedalam Rekening atas nama ………………. No A/C ……………. Pada Bank

 ………………………………………………………………..





 3. Untuk kepentingan penyidikan, berdasarkan pasal 29 ayat (4)

 Undang – Undang No 31 tahun 1999 yang berbunyi : Penyidik

 dapat meminta kepada Bank untuk meblokir rekening simpanan

 milik tersangka yang diuga hasil korupsi dan Peraturan Bank

 Indonesia No.2/19/PPI/2000 pasal 12 ayat (1), maka dimohon

 kepada Kepala untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening

 tersebut diatas, agar kepada siapapun tanpa seijin Direktur

 III/Pidkor & WCC Bareskrim Polri dilarang untuk

 mencairkan/memindahkan saldo rekening tersebut dan apabila

 sudah dilakukan pemblokiran agar memberitahukan secara

 tertulis kepada Direktur III/Pidkor & WCC Bareskrim Polri

 Jl. Trunojoyo No 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.



 4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya

 diucapkan terima kasih.







 An. KEPALA BADAN

 RESERSE KRIMINAL POLRI

 DIREKTUR III/PIDKOR & WCC





 ------------------------------------

----

Tembusan :

1. .............

2. ............

3. .............











 LAMPIRAN : 5





A. MODUS OPERANDI :





 "No " Jenis korupsi " Modus Operandi " Ket"

" " " " "

"1 "BUMN /BUMD "- Manipulasi dalam penjualan aset" "

" " "yg nilainya jauh lebih kecil drpd " "

" " "sebenarnya yg ada dipasaran. " "

" " "- Manipilasi dlm pengadaan " "

" " "peralatan yg bernuansa mark up. " "

" " " " "

"2. "Dibidang "- Penyalahgunaan fasilitas kredit" "

" "Perbankan "yaitu melebihi batas maksimum " "

" " "pemberian kredit. " "

" " "- Pemberian letter of credit (" "

" " "LC) fiktif " "

" " "- Manipulasi deposito " "

" " " " "

"3. "Pemerasan pajak "- Pemeriksaan pajak yg memeriksa " "

" " "wajib pajak menemukan kesalahan " "

" " "perhitungan pajak yg mengakibatkan" "

" " "kekurangan pembayaran pajak " "

" " "selanjutnya dianggap tidak ada " "

" " "atau berkurang jumlahnya. " "

" " "Sebagai imbalan, wajib pajak harus" "

" " "membayarkan sebagian dari " "

" " "kekurangan tsb kekantong pribadi. " "

" " "- Pengeluaran yg tidak dapat di " "

" " "pertangungjawabkan " "

" " " " "

"4. "Pembayaran fiktif"- Pembayaran penuh utk pekerjaan" "

" " "yg tdk selesai. " "

" " "- Pembayaran utk pekerjaan atau " "

" " "pembelian yang tidak dilakukan " "

" " "- Mengisi sendiri bukti pendukung " "

" " "pengeluaran. " "



" " " " "

"5. "Manipulasi "- Pembayaran penuh utk " "

" "perjalanan dinas "pekerjaan yg tdk selesai " "

" " "- Pembayaran utk pekerjaan yg tdk" "

" " "dilakukan " "

" " "- Mengisi sendiri bukti pendukung " "

" " "pengeluaran " "

" " " " "

"6 "Pelelangan "- Calon pemenang sdh ditentukan " "

" " "lebih awal. " "

" " "- Tdk meminta uang jaminan bagi " "

" " "peserta lelang " "

" " "- Memberitahukan plafon dana " "

" " "yg tersedia " "

" " "- Menciptakan peserta tender " "

" " "fiktif " "

" " " " "

"7. "Manipulasi Tanah "- Pimpinan proyek dkk membeli " "

" " "tanah yg akan dibebaskan dan " "

" " "menjualnya dengan harga tinggi. " "

" " "- Meninggikan harga pembebasan " "

" " "tanah utk pembangunan. " "

" " "- Pimpinan proyek dan aparat " "

" " "pemda membayar ganti rugi atas " "

" " "tanah negara yg seharusnya tdk " "

" " "perlu diganti " "

" " " " "

" " " " "

"8. "Manipulasi Kredit"- Memanipulasi daftar calon " "

" " "nasabah dan uangnya digunakan utk " "

" " "kepentingan pribadi. " "

" " "- Menggunakan sebagian atau " "

" " "seluruh dana pengembalian kredit " "

" " "nasabah utk kepentingan pribadi " "

" " "- Menggunakan data-data palsu dan " "

" " "anngunan kredit milik orang lain " "

" " " " "

"9. "Harga Kontrak "- Pengadaan barang dgn penunjukan " "

" "terlalu tinggi "langsung (tdk melalui mekanisme " "

" " "tender) " "

" " "- Membuat rencana anggaran " "

" " "belanja dgn harga satuan yg lebih " "

" " "tinggi (mark up), memperpanajang " "

" " "jarak angkut " "

" " "- Jasa konsultan dibuat " "

" " "seolah—olah berkali-kali padahal " "

" " "hanya satu kali " "

" " "- Panitia lelanag menetapkan " "

" " "pemenang tawaran yg paling rendah " "

" " "tanpa membandingkan dgn owner " "

" " "estimate " "

" " " " "

"10. "Kelebihan "- Meminjamkan pekerjaan yg dibayar" "

" "pembayaran "melebihi dari yg seharusnya " "

" " "- Jumlah pengadaan barang lebih" "

" " "kecil dari jumlah yag dibayar " "

" " "- Harga yg dibayar melebihi " "

" " "harga wajar " "

" " " " "

"11. "Ketekoran Kas "- Meminjamkan uang proyek utk " "

" " "kepentingan pribadi, namun dibuat " "

" " "seolah-olah utk kepentingan dinas " "

" " "- Mengambil uang proyek dgn " "

" " "memalsukan tanda tangan " "

" " "- Pemegang kas membuat pembuktian" "

" " "ganda dan menunda pembukuan " "

" " "penerimaan " "

" " "- Pengeluaran kas tanpa seizin " "

" " "pemberi otorisasi " "

" " "- Dana dipinjamkan diluar " "

" " "kepentingan dinas " "

" " " " "

"12. "Uang Komisi "- Membuat komitmen lisan utk " "

" " "menerima komisi sekian persen dari" "

" " "dana yg ditempatkan di bank atau " "

" " "badan keuangan lainnya " "

" " "- Komisi dari rekanan yg " "

" " "menerima proyek " "

" " "- Buang uang proyek " "

" " "didepositokan dan tdk disetorkan " "

" " "kekas negara " "





" " " " "

"13. "Penggelapan uang "- Penggelapan hasil keuntungan " "

" "negara "kerjasama PUSKUD, penggelapan " "

" " "hasil penerimaan piutang " "

" " "- Subsidi dlm bentuk uang diubah " "

" " "dlm bentuk barang dimana jenis dan" "

" " "harganya ditemukan secara ...... " "

" " "- Menambah/mengurangi data dlm " "

" " "tanda bukti pengeluaran/penerimaan" "

" " " " "

"14. "Pemalsuan dokumen"- Menjual illegal BBM kepada " "

" " "pihak III dan ditutupi dgn " "

" " "pemalsuan jumlah pemakaian BBM " "

" " "- Meminta rekanan utk menyiapkan " "

" " "kwintansi kosong yg sdh dicap dan " "

" " "ditandatangani " "

" " "- Putusan Kasasi MA dipalsukan" "

" " " " "

"15. "Pungutan liar "- Meminta jatah dari rekanan yg" "

" " "dipilih " "

" " "- Restribusi tanpa surat resmi, " "

" " "dana tdk masuk kas negara " "

" " "melainkan masuk kepribadi " "

" " "- Ada uang pelicin utk " "

" " "pengurusan ijin " "

" " " " "

"16. "Penundaan "- Uang utk membayar tagihan " "

" "Pembayaran kepada"rekanan tdk langsung dibayarkan " "

" "Rekanan "tapi disimpan dulu kedalam " "

" " "rekening pribadi sehingga adanya " "

" " "bunga yg tdk disetorkan kpd kas " "

" " "negara " "

" " "- Pengiriman barang/pendirian " "

" " "bangunan tdk sesuai spesifik " "

" " "tehnis " "

" " " " "

"17. "Manipulasi proyek"- Jual beli proyek " "

" " "- Mark up harga proyek " "

" " " " "

"18. "Pemda & "- Manipulasi dlm bantuan sosial" "

" "Departemen "- Penyuapan dlm pelaksanaan " "

" " "proyek " "

" " "- Penyuapan dlm proyek " "

" " "penelitian " "

" " "- Manipulasi dlm penggunaan " "

" " "anggaran operasional " "

" " "- Manipulasi penggandaan anggaran" "

" " "operasi " "

" " "onal kendaraan dinas " "

" " " " "

"19. "Pemilu "- Manipulasi pengadaan kertas " "

" " "suara dan pengecekan surat suara " "

" " "- Manipulasi pembuatan segel " "

" " "pemilu " "

" " "- Penyuapan rekanan kpd oknum " "

" " "pejabat KPU/KPUD " "

" " "- Manipulasi pengadaan tehnologi" "

" " "informasi pemilu " "

" " "- Manipulasi pengadaan kotak " "

" " "suara " "

" " "- Manipulasi pengadaan tinta " "

" " " " "

"20. "Dan lain - lain " " "





B. ANALISA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI



 Contoh Kasus :





 B selaku Dirut BUMN telah menjual tanah negara yang merupakan aset

 perusahaan (BUMN) yang dipimpinnya kepada F seluas 50 Ha. Kan tetapi

 sebelum melakukan traksaksi penjualan B mengadakan bebrapa kali pertemuan

 dengan F sehingga tercapai kesepakatan bahwa B akan menurunkan harga NJOP

 tanah serta sistem pembayaran dari F akan dilakukan secara bertahap.

 Kemudian B meminta kepada F agar menyertakan 2 perusahaan pedamping untuk

 memenuhi persyaratan dalam proses lelang.

 Selanjutnya B menguapayakan penurunan harga NJOP atas tanah sehingga NJOP

 tanah tsb menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah dibuatnya

 dengan F dan meminta suatu perusahaan apprasial untuk membuat taksiran

 harga jual sesuai dengan permintaannya.

 B kemudian mengatur siasat agar penjualan seolah – olah sesuai dengan

 prosedur dengan cara membentuk panitia penaksir harga dan panitia

 penjualan, akan tetapi B lebih dahulu memberikan pengarahan kepada

 panitia penaksir harga agar menetapkan harga jual sesuai dengan

 keinginannya dan memerintahkan panitia penjualan agar penawaran dibatasi

 hanya untuk F dan 2 perusahaan lain yang disodorkan oleh F serta sistem

 pembayaran didalam RKS dilakukan secara bertahap. Sebenarnya perbuatan B

 tsb telah bertentangan dengan SK Menteri tentang penjualan asset negara

 dengan prosedur lelang terbuka untuk umum.

 Pada tanggal 10 januari 2005 aset berupa tanah tsb dijual F didepan

 Notaris dengan harga Rp 100 M, padahal menurut SK Meneg BUMN penjualan

 tanah aset BUMN adalah sesuai dengan NJOP tertinggi tahun berjalan atau

 harga pasar sehingga seharusnya aset tsb dijual dengan harga Rp 150 M

 Dalam proses penjualn aset tsb, F mentrasfer uang sebesar Rp 15 M ke

 rekening milik B

 Atas perbuatan tsb negara c.q perusahaan BUMN tsb telah dirugikan sebesar

 Rp 50 M





 Kasus diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan matrik unsur

 tindak pidana korupsi Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001

 dengan hasil sebagai berikut :





 Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 :





 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

 diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

 keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana

 penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

 paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000 dan paling

 banyak Rp 1.000.000.000









a. Pasal 2





 " " " " "

"No "Unsur Tindak "Fakta Perbuatan yang "Alat Bukti yg "

" "Pidana "dilakukan & kejadian "mendukung "

" " " " "

"1. "Setiap orang "- B adalah seorang Dirut BUMN "- Ket dr terdakwa "

" " " "B "

" " " "- KTP an. B "

" " " "- SK pengangkat B "

" " " "sbg Dirut BUMN "

" " " " "

"2. "Memperkaya "- Pd tg 10 Jan 2005 B mendpt "- Ket dari B "

" "diri sendiri, "transfer uang sebesar Rp 15 M dari"- Ket dari Saksi F"

" "orang lain "F "- Ket dr petugas "

" "atau suatu "- F telah mendpt kekayaan "Bank "

" "korporasi "berupa aset seluas 50 Ha dg harga "- Print out "

" " "dibawah NJOP/harga pasar "rekening Bank "

" " " "- Print –out "

" " " "rekening Bank "

" " " " "

"3. "Dengan cara "- B telah menjual tanah Negara "- Keterangan dari "

" "melawan hukum "asset perusahaan 9BUMN ) yang "Saksi F "

" " "dipimpinnya kepada F seluas 50 HA."- Keterangan dari "

" " "- Sebelum menjual, B mengadakan "panitia penaksir "

" " "beberapa kali pertemuan dengan F "harga "

" " "untuk melakukan negosiasi harga "- Keterangan dari "

" " "dan tata cara pembayaran. "panitia penjualan "

" " "- Setelah tercapai kesepakatan, B "- keterangan dari "

" " "mengupayakan penurunan harga NJOP"Kantor PBB "

" " "atas tanah sehingga sesuai dengan "- Keterangan dari "

" " "kesepakatannya dengan F. "Perusa- "

" " "- B meminta F agar mencari 2 "sahaan Appraisal "

" " "perusahaan lain untuk melengkaapi "- Keterangan dari "

" " "persyaratan administrasi penjualan"Komisaris Perusahaan"

" " "secara lelang. "- Keterangan dari "

" " "- B menunjukan panitia penaksir "Para Direksi . "

" " "harga dan panitia penjualan untuk "- Keterangan dari "

" " "memenuhi formalitas administrasi "Notaris "

" " "proses penjualan secara lelang "- Surat, seperti "

" " "serta telah menetapkan harga tanah"dokumen yang "

" " "dan pembelinya serta system "berhubungan dengan "

" " "pembayaran secara bertahap. "penjualan, NJOP "

" " "- Padahal menurut SK Mnekeu "tanah, SK Panitia "

" " "penjualan harus dengan prosedur "- SK Mneteri "

" " "lelang terbuka untuk umum dan "Keuangan "

" " "pembayaran harus dengan tunai. "- SK Meneg BUMN "

" " "- Pada tanggal 10 Januari 2005 "- Akta Jual Beli "

" " "aset tanah tersebut dijual dengan "- Sertifikat tanah"

" " "harga Rp. 100 M, padahal menurut "- Kwitansi "

" " "SK Meneg BUMN penjualan tanah aset"penjualan "

" " "BUMN adalah sesuai dengan NJOP "Print-out Rekening "

" " "tertinggi tahun berjalan dan atau "Koran Perusahaan "

" " "harga pasar sehingga seharusnya "BUMN "

" " "aset tersebut dijual dengan harga " "

" " "Rp. 150 M. " "

" " " " "

"4. "Dapat "Negara dirugikan sebesar Rp. 50 M "- Keterangan dari "

" "merugikan " "Ahli dari BPKP "

" "keuangan " "- Surat berupa "

" "negara atau " "laporan hasil "

" "perekonomian " "keuangan negara "

" "negara " " "













 b. Pasal 3





 " " " " "

"No "Unsur Tindak "Fakta Perbuatan yang "Alat Bukti yang "

" "Pidana "dilakukan & kejadian "mendukung "

" " " " "

"1. "Setiap orang "- W salah seorang pejabat di "- Ket dari "

" " "sebuah lembaga negara "terdakwa W "

" " "- W adalah ketua "- KTP A/n W "

" " "panitia/penanggungjawab proyek "- SK sebagai ketua"

" " "pengadaan barangdilembaga tersebut"panitia "

" " " " "

" " " " "

"2. "Memberi "- W memberi uang Rp. 300 jt "- Ket dari Terdakwa"

" "sesutau atau "kepada S "W dan keterangan "

" "menjanjikan "- S melaporkan kepada penyidik "dari Saksi S "

" "sesuatu "ttg rencana pemberian uang oleh W "- Ket dari Petugas "

" " " "Penyidik yang "

" " " "melakukan penang- "

" " " "kapan "

" " " "- Alat bukti "

" " " "petunjuk berupa : "

" " " "1. Hasil perekaman "

" " " "oleh Penyidik "

" " " "tentang rekaman "

" " " "peristiwa pemberian "

" " " "uang dari terdakwa W"

" " " "kepada Saksi S "

" " " "2. Uang tunai Rp. "

" " " "300 jt "

" " " " "

"3. "Kepada pegawai"- S adalah seorang pegawai negeri"- Ket dari Saksi s"

" "negeri atau "disalah satu lembaga negara yang "- SK S sebagai "

" "penyelenggara "berfungsi sebagai pemeriksa "Pegawai Negeri. "

" "negara "keuangan negara. "- Surat Tugas S "

" " "- S sedang melakukan pemeriksaan "untuk melakukan "

" " "pertanggungjawaban keuangan atas "pemeriksaan di "

" " "pelaksanaan pengadaan barang yang "lembaga W "

" " "dilakukan oleh W "- Ket dari Atasan "

" " " "S "

" " " " "

"4. "Dengan maksud "- Pemberian uang oleh W kepada S "- Ket dari "

" "supaya berbuat"dimaksudkan agar S dalam membuat "Terdakwa "

" "atau tidak "laporan pemeriksaan tidak "- W dan Ket dari "

" "berbuat "mencantumkan temuan tentang adanya"Saksi S "

" "sesuatu dalam "indikasi penyimpangan dalam "- Ket dari Anggota"

" "jabatannya "pengadaan barang. "Tim S "

" "sehingga "- W mengetahui bahwa hal tersebut "- Ket dari Atasan "

" "bertentangan "bertentangan dengan kewajiban S "S "

" "dengan "selaku pemeriksa. "- Surat berupa Lap. "

" "kewajibannya. " "Hasil Pemeriksaan "

" " " "Keuangan "









































 c. Pasal 5









 " " " " "

"No "Unsur Tindak "Fakta Perbuatan yang "Alat Bukti yang "

" "Pidana "dilakukan & kejadian "mendukung "

" " " " "

"1. "Pegawai negeri"Si '' X'' selaku Panitera "- Ket dari Saksi A "

" "atau "Pengadilan Negeri "dan Saski Y "

" "penyelenggara " "- Ket dari Saksi X"

" "negara " "- SK Pengangkatan "

" " " "selaku Panitera "

" " " " "

"2. "Menerima "Pada tanggal 10 Januari 2006 di "- Ket dari Saksi Y"

" "hadiah atau "ruang kerjanya, X menerima uang "- Ket dari "

" "janji "sejumlah Rp. 500 jt dari si '' Y''"Terdakwa X "

" " " "- Ket dari "

" " " "saksi-saksi lain "

" " " "- Sebagian dari uang"

" " " "Rp. 500 jt "

" " " " "

"3. "Diketahuinya "Si '' Y '' mengetahui "Ket dari Saksi Y "

" " " " "

"4. "Patut diduga "Dengan uang Rp. 500 juta tersebut "- Ket dari Saksi Y "

" "bahwa hadiah "'' X '' selaku Panitera dapat "dan Saksi A "

" "atau janji "melakukan pendekatan/melobi hakim "- Ket dari terdakwa"

" "tersebut "yang memeriksa perkaranya untuk "X "

" "diberikan "memenangkan perkaranya " "

" "karena " " "

" "kekuasaan atau" " "

" "kewenangan " " "

" "yang " " "

" "berhubungan " " "

" "dengan " " "

" "jabatannya dan" " "

" "menurut " " "

" "pikiran orang " " "

" "yang " " "

" "menberikan " " "

" "hadiah atau " " "

" "janji tersebut" " "

" "ada hubungan " " "

" "dengan " " "

" "jabatannya " " "





































































 d. Pasal

















 " " " " "

"No "Unsur Tindak "Fakta Perbuatan yang "Alat Bukti yang "

" "Pidana "dilakukan & kejadian "mendukung "

" " " " "

"1. "Setiap orang "Si '' Y '' "- Ket dari Saksi X"

" " " "- Ket dari Saksi "

" " " "lain "

" " " "- Ket dari "

" " " "Terdakwa Y "

" " " " "

"2. "Memberikan "Pada tanggal 10 Januari 2006 di "- Ket dari Saksi X"

" "hadiah atau "ruang kerja X,Y memberikan uang "- Ket dari "

" "janji "sejumlah Rp. 500 juta kepada X "Terdakwa Y "

" " " "- Ket dari "

" " " "Saksi-saksi lain "

" " " "- Sebagian dari "

" " " "uang Rp. 500 juta "

" " " " "

"3. "Kepada Pegawai"X selaku Panitera Pengadilan "- Ket dari Saksi X"

" "Negeri "Negeri "- Ket dari Saksi "

" " " "lain "

" " " "- SK Pengangkatan "

" " " "selaku Panitera "

" " " " "

"4. "Dengan "Y mengetahui selaku Panitera yang "Ket dari Terdakwa Y "

" "mengingat "memegang perkaranya dapat melobi " "

" "kekuasaan atau"Ketua Majelis Hakim yang menangani" "

" "wewenang yang "perkaranya untuk membebaskan Y " "

" "melekat pada "dalam perkara penipuan yang telah " "

" "jabatan atau "dilakukannya " "

" "kedudukannya, " " "

" "atau oleh " " "

" "pemberi hadiah" " "

" "atau janji " " "

" "dianggap, " " "

" "melakat pada " " "

" "jabatan atau " " "

" "kedudukan " " "

" "tersebut " " "





 " " " " " "

"No "Sumber dana "Keuangan Negara "Modus Operandi "Ketentuan yang "

" " " " "mengatur "

" " " " " "

"1. "Setoran Pajak "Uang Milik Bea "Restitusi pajak "- Lakukan pembuktian"

" "Bea masuk "Cukai "Bea masuk dengan "terhadap pasal 263 "

" " " "cara pemalsuan "dan 374 KUHP "

" " " "surat perintah "perbuatan melawan "

" " " "membayar kembali "hukum dan UU TPK utk"

" " " "bea masuk "persangkaan pasal 2 "

" " " "(SPMKBM) atau "dan 3 "

" " " "pemalsuan surat "- Pasal 4 UU RI No 8"

" " " "setor pajak "Th 1982 ttg pajak "

" " " " "pertambahan nilai "

" " " " "barang dan jasa "

" " " " "serta pajak "

" " " " "penjualan atas "

" " " " "barang mewah "



" " " " " "

"2. "Sumber dana dari"Dana Non "Pencairan dan "Lakukan pembuktian "

" "APBD kemudian "Budgeter "menggu nakan "terhadap pasal 374 "

" "digunakan untuk " "dokumen palsu "KUHP untuk unsur "

" "pembelian beras," "atau penggunaan "perbuatan melawan "

" "gula dll " "dana utk "hukum dan UU TPK dgn"

" "selanjutnya " "kepentingan "persangkaan pasal "

" "dijual kembali " "pribadi "2,3,8,9 dan pasal 10"

" "sehingga ada " " "huruf a,b dan c "

" "keuntungan dan " " " "

" "keuntungan tsb " " " "

" "masuk kerekening" " " "

" "Bulog sebagai " " " "

" "dana Non " " " "

" "Budgeter " " " "

" " " " " "

"3. "Setoran wajib "Uang milik "Penggelapan uang "Lakukan pembuktian "

" "pajak "kantor pajak "pajak yang telah "terhdp pasal 374 "

" " " "dikumpulkan oleh "KUHP untuk unsur "

" " " "petugas pajak dan"perbuatan melawan "

" " " "tidak menyerahkan"hkum dan UU TPK dg "

" " " "ke kas negara "persangkaan pasal "

" " " " "2,3,8,9 dan pasal 10"

" " " " "huruf a,b dan c "

" " " " " "

"4. "APBN dan Non "Uang milik "Penggunaan dana "Keppres RI No 72 Th "

" "APBN "Departe – men "milik Negara yg "2004 ttg perubahan "

" " "dan instansi "tidak dapat "atas keppres RI No "

" " "Pemerintahan dan"dipertanggungjawa"42 Th 2002 ttg "

" " "BUMN "bkan secara "pedoman pelaksanaan "

" " " "keuangan "APBN "

" " " " " "

"5. "Kredit Luar "Uang/anggaran "Pengadaan barang "Keppres No 61 Th "

" "Negeri, APBN, "Departemen, "jasa tidak sesuai"2004 ttg pedoman "

" "APBD dan ABT "instansi "dengan Keppres "pelaksanaan "

" " "pemerintah dan "pengadaan barang "pengadaan barang dan"

" " "BUMN "dan jasa meliputi"jasa Pemerintah, "

" " " ": "perubahan atas "

" " " "a. Penganggran "Keppres RI No 80 "

" " " "b. Perencanaan "tahun 2003 "

" " " "penga daan " "

" " " ",Pembentukan " "

" " " "panitia lelang. " "

" " " "c. Pemalsuan " "

" " " "dokumen penawaran" "

" " " "d. Kriteria " "

" " " "evaluasi " "

" " " "penentuan " "

" " " "pemegang lelang " "

" " " "e. Pengumumnan " "

" " " "pelaksanaan " "

" " " "lelang " "

" " " "f. Mark up " "

" " " "penyusunan HPS/OE" "

" " " "g. Suang menyuap " "

" " " "dalam pemenang " "

" " " "lelang " "



" " " " " "

"6. "Setoran dari "Uang BUMN yang "Penempatan dana "- AD/SRT/PP yang "

" "pemberi Kerja "ada pada anak "dengan cara "mengatur BUMN "

" "dan setoran "perusahaan "pembelian surat "dimaksud "

" "pekerja untuk "pengelola dana "berharga "- UU RI No 1 tahun "

" "dana pensiun "pensiun "berjangka seperti"1995 ttg dasar hukum"

" " " "NCD dan MTN oleh "perseroan terbatas "

" " " "perusahaan milik "- Standar "

" " " "negara "Operasional Prosedur"

" " " " "(SOP) perusahaan "

" " " " "pengecekan terhadap "

" " " " "kajian keekonomian "

" " " " "dan azas kehati- "

" " " " "hatian "

" " " " " "

"7. "Setoran Modal "Bank Pemerintah "a. Pemberian "UU RI No 7 Tahun "

" "dari Pemerintah "dan BUMN "fasilitas kredit "1992 ttg Perbankan "

" "dan dana " "fiktif oleh "sebagaiman telah "

" "masyarakat " "pejabat Bank / "diubah No 10 Th 1998"

" " " "karyawan " "

" " " "bank/Dewan " "

" " " "Komisaris " "

" " " "b. Penggelapan " "

" " " "uang nasabah oleh" "

" " " "pejabat bank " "

" " " "karyawan bank / " "

" " " "Dewan Komisaris " "

" " " " " "

"8. "Pendapatan Asli "APBD "Perbuatan pidana "PP No 21 Thaun 2007 "

" "Daerah " "terhadap belanja "ttg perubahan ketiga"

" " " "pimpinan dan "atas PP No 24 tahun "

" " " "anggota DPRD "2004 ttg kedudukan "

" " " " "protokuler dan "

" " " " "anggaran DPRD "

" " " " " "

"9. "Tidak diperlukan"Tidak diperlukan"Suap menyuap/ "UU RI No 20 Tahun "

" "untuk pembuktian"untuk pembuktian"memberi dan mene-"2001 ttg perubahan "

" " " "rima suap "atas UU No 31 Tahun "

" " " "/gratifikasi "1999 sebagaiman "

" " " " "dimaksud dalam : "

" " " " "a. Pasal 5 ayat(1) "

" " " " "huruf a,b "

" " " " "b. Pasal 2 "

" " " " "c. Pasal 6 "

" " " " "d. Pasal 11 "

" " " " "e. Pasal 12 huruf "

" " " " "a,b,c "

" " " " "f. Pasal 13 "

" " " " "g. Pasal 15 ayat (2)"





































 -----------------------







a. Secara Terbuka



b. Secara Tertutup

 - observasi

 - Interview

 - Undercover

 - Surveilance





- Terbukti



 LIDIK











- Tdk Terbukti



1.Lidik

2.Upaya Hukum

 - Tindak

 - Riksa

2. Sel kara







Serah

JPU



L. Polisi

Model A



SIDIK



Terbukti TPK



LIDIK



Instansi lain



Tdk Terbukti

 TPK



Kembalikan
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